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TRIE HARIYANI (B 111 11 280), Tinjauan kriminologis tentang tindak 
kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Makassar 
tahun 2014, dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Hijrah Adhyanti M, masing-
masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan 
adanya tindakan kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas dan apa 
upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindakan kekerasan oknum polisi terhadap 
pelaku pelanggar lalu lintas di kota maskassar Tahun 2014. 
 Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan khususnya 
di Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, LBH Makassar, dan beberapa Pos Lantas di 
Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian pustaka dan 
penelitian lapangan berupa wawancara langsung dan menyebarkan angket terhadap 
narasumber dari instansi yang terkait. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara 
kualitatif deskriptif. 
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa: (1) Faktor-faktor 
penyebab adanya tindak kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas 
adalah faktor dari polantas, yaitu faktor pendidikan, kepribadian (kurangnya 
pengendalin diri), tuntutan pekerjaan dan faktor dari pengguna jalan yang melanggar 
lalu lintas, yaitu faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor ketakutan 
terhadap oknum anggota polisi. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk 
menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelaku 
pelanggar lalu lintas adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pelanggar lalu 
lintas agar mematuhi aturan hukum yang berlaku termasuk mengikuti prosedur yang 
ditentukan ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas dan adanya 
upaya pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pimpinan kepolisian serta 
peningkatan nilai-nilai moral terhadap anggota polisi yang bekerja di lalu lintas, agar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu aparatur negara 
yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, yang memiliki peran 
sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Seorang  polisi  dalam 
melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan  untuk menempatkan 
dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau 
dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang 
dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. 
Di era seperti ini sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang polisi. 
Menghadapi  masyarakat, mereka harus bersikap ramah dan bertindak bijak. 
Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang  polisi yang 
bertugas  sebagai penegak hukum, berada  di ambang bahaya nyawa atau 
setidaknya luka di tubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian 
besar masyarakat   menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan 
pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki 
perilaku distortif dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai 
pelayan masyarakat.  
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Berdasarkan kajian IPW (Indonesian Police Watch), tahun 2009, 
setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri. 
Beberapa keluhan itu antara lain :1 
1. Polisi dianggap arogan, 
2. Masih terjadi diskriminasi, 
3. Melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar, 
4. Dinilai lamban dalam bertindak, 
5. Tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang  melibatkan 
pemegang kekuasaan, 
6. Kurang transparan, dan 
7. Terkesan militeristik. 
Hal-hal tersebut di atas seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota 
POLRI, karena jika terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota 
POLRI akan berakibat terhadap menurunnya citra POLRI di mata warga 
masyarakat, termasuk anggota kepolisian lalu lintas (Polantas) yang langsung 
berada di lapangan yang sangat dekat dengan masyarakat. Anggota Polantas 
harus bersifat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi tidak boleh 
bersikap menyimpang dari tugas yang diembannya. 
Sebagaimana terdapat beberapa contoh kasus yang walaupun tidak 
diperkarakan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu seorang 
anggota Polantas di Makassar yang melakukan pelecehan seksual terhadap 
                                                          
1
 http://www.indonesiapolicewatch.com/. Akses 11/11/2014 
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pelanggar lalu lintas yang bentuk pelanggarannya tidak menggunakan helm 
pada malam hari.2 Selain dari contoh kasus diatas, terdapat juga kasus yang 
pernah terjadi di Sinjai. Pelakunya adalah oknum polisi yang melakukan tindakan 
kekerasan berupa pemukulan terhadap warga yang sedang menggunakan lalu 
lintas dimana kasus tersebut sudah sampai ke pengadilan dan memiliki 
putusan.3 
Anggota POLRI, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam 
penegakan supremasi hukum temyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. 
Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindaklanjuti sesuai dengan 
proses hukum. Anggota POLRI yang terbukti melakukan kejahatan maka akan 
dijerat 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan 
demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga 
dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal 
(Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan 
Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang displin atau profesi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk   mengangkat 
masalah tersebut sebagai tugas akhir (skripsi) dengan judul “TINJAUAN 
KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK KEKERASAN OKNUM POLISI 
                                                          
2
 Sumber: dari internet dan penulis sudah meneliti ke polrestabes Makassar dan hasilnya petugas di propam 
menyatakan tidak ditindaklanjuti hanya di selsaikan secara kekeluargaan. Tanggal informasi 20 januari 2015 pukul 
11.00 wita. 
3
 Muhammad Zulfikar Ahmad, 2012.Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pindana Penganiayaan Yang 




TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR 
TAHUN 2014”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor penyebab adanya tindakan kekerasan oknum polisi terhadap 
pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Makassar? 
2. Apakah upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi tindakan 
kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota 
Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab adanya tindakan kekerasan 
oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi 
tindakan kekerasan oknum polisi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di 
kota Makassar. 
D. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat penelitian  diharapkan: 
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak 
yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara 
umum serta hukum pidana pada khususnya. 
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2. Hasil penelitian ini dapat menjadi rnasukan bagi civitas  akademika, 
khususnya dalam bidang hukum  pidana yang menyangkut tindak kekerasan 
oknum polisi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 
3. Sebagai kajian yang berguna untuk menjadi referensi mengenai tindakan 
yang diambil oleh kepolisian dan masyarakat dalam rangka menjamin 












1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari berbagai aspek. Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh 
P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri 
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dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan.4 
Menurut antropolog Perancis, P. Topinard, kriminologi merupakan ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya 
(kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan 
yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 
memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari 
gejala-gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.5 
Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari 
berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang 
fenomena kejahatan yang lebih baik. Kriminologi juga merupakan ilmu yang 
menyelidiki kejahatan, serta aspek-aspek yang menyertai kejahatan tersebut, 
yakni selain mengenai pokok-pokok kejahatan yang dilakukan, juga orang-
orang yang melakukan kejahatan tersebut.6 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi kriminologi sebagai 
berikut:7 
1.) Edwin H.Sutherland: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 
                                                          
4
 A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 1. 
5
 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan 
realita). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68. 
6 Ibid, hal. 68. 
7
 A.S Alam, Loc. cit. 
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2.) J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 
faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
3.) WME.Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya 
4.) W.A Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
gejala kejahatan seluas-luasnya. 
 
 
W.A. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:8 
1. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, yaitu 
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya 
mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan seterusnya.  
2. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat, pokok persoalan yang di jawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai 
dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.   
3. Psikologi Kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
                                                          
8 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 9-10. 
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4. Psiko dan Neuro Patologi kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa 
atau urat syaraf. 
5. Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
 
 Pengertian kiminologi lainnya yaitu:9 
 Paul Moedigdo Moeliono mengemukakan bahwa: 
Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan 
masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial 
karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya 
dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami 
eksistensi manusia. 
 
 Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa: 
Kriminologi keseluruhan keterangan yang mengenai perbuatan dan sifat dari 
para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota 
masyarakat. 
 
 Menurut Wood bahwa: 
Istilah kriminologi di ikuti keseluruhan pengetahuan yang di peroleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat 
dan pejahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan 
jahat dan para penjahat. 
 
 Noach merumuskan: 
Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan perbuatan jahat dan perilaku tercela 
yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan 
perbuatan tercela itu. 
Apabila membandingkan rumusan-rumusan tersebut di atas, nampaklah 
dengan terang bahwa tidak ada kesatuan pendapat satu sama lainnya 
mengenai defenisi kriminologi. Walaupun demikian, seorang awam mudah 
mengambil kesimpulan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan 
                                                          
9
 Ibid, hal. 9-11. 
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yang ditunjang oleh berbagi ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan  
penjahat, sebab akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai suatu 
ilmu agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana penunjang untuk 
mencegah dan memberantas kejahatan. 
Dengan demikian pengertian kriminologi seutuhnya meliputi suatu ilmu 
pengetahuan yang berorientasi terhadap kenjahatan, mencari sebab-sebab 
orang melakukan kejahatan dan mengupayakan untuk menanggulanginya 
dengan cara membina dan mendidik penjahat agar menjadi orang baik dan 
diterima di tengah masyarakat. 
2. Statistik Kejahatan Dalam Kriminologi 
Dengan menyimak berbagai pengertian kriminologi yang di kemukakan 
oleh beberapa pakar hukum pidana di atas, walaupun bahasa-bahasa yang 
digunakan sangat berbeda, tetapi hampir semua pakar hukum tersebut 
sependapat dalam mengartikan kriminologi. Setelah membahas pengertian 
kriminologi, adapun statistik kejahatan dalam kriminologi digolongkan mejadi 2 
yaitu:10 
1. Kejahatan Tercatat (Recorded Crime) 
Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi d suatu 
tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-
angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (crime known to the police). 
Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, 
kehakiman dan lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, 
tetapi statistik kepolisian yang dianggap paling lengkap karena kepolisian 
merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Mislnya bila di kepolisian 
dilaporkan 20 kasusu kejahatan, maka yang sampai di kejaksaan hanyalah 
setengahnya saja dan begitu seterusnya, sehingga yang betul-betul masuk 
ke Lembaga Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. Tercecernya 
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 A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 24 
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perkara disebabkan bebrbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas 
yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dan lain-
lainnya. 
2. Kejahatan Terselubung (Hidden Crime). 
Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi 
adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan 
yang sesungguhnya terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara 
jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah 
kejahatan yang diketahui oleh polisi disebut kejahatan tersembunyi. 
Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang mengetahui dengan pasti jumlah 
kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti 
terjadi adanya. 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahtan terselubung 
dalam masyarakat antara lain: 
1) Dari pihak pelaku: 
a. Pelaku melarikan diri 
b. Pelaku lihai menghilangkan jejak 
c. Adanya privilage (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang 
yang banyak, mempunyai kedudukan yang tinggi dan lain-lain. 
2) Dari pihak korban: 
a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu 
penting melaporkan kejadian itu. 
b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku 
kejahatan. 
c. Korban menghindarai publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam 
kasusu pemerkosaan. 
d. Korban menghindari selalu dipanggil polisi karena hal itu dianggap 
sangat mengganggu. 
e. Korban mugkin diancam oleh pelaku kejahatan. 
f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahtan tersebut, misalnya dalam 
kasus perjudian. 
g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada. 
h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak 
akan mampu menangkap pelakunya. 
3) Dari pihak kepolisian: 
a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-
bukti yang sangat minim. 
b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata 
bukan merupakan tindak pidana. 
c. Petugas tidak jujur. 
d. Pihak kepolisian tidak profesional. 
e. Sarana yang tersedia kurang memadai. 
4) Dari pihak masyarakat 
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a. Masyarakat acuh tak acuh. 
b. Takut kepada pelaku kejahatan. 
c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan. 
d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan 
melaporkan kejadian yang terjadi. 
 
 
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi 
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi 
peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering 
disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (crime is shadow of 
civilization).11 
Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-
undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevetion) 
 
B. Pengertian Kekerasan 
Ada banyak pendapat mengenai defenisi kekerasan, yaitu sebagai berikut : 
Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan atinya, mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga 
orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat.12 
Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat 
dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak 
terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina.13 
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Istilah “kekerasan” berasal dari kata dasar “keras” yang berarti kuat, padat dan 
tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan “ke” maka akan menjadi kata 
“kekerasan” yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang 
menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.14 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Oleh 
karena itu secara umum kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk :15 
1. Kekerasan fisik , seperti pukulan, tendangan. 
2. Kekerasan psikis atau emosional, seperti ancaman, hinaan, dan 
cemoohan. 
3. Kekerasan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja 
secara paksa dari suami. 
4. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan berhubungan seksual. 
Jika kekerasan merupakan bagian atau unsur dari  Kejahatan maka perilaku 
menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap 
norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat 
menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan 
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 H. Nono Kurniawan, 2012. Skripsi, analisis yuridis mengenai kekerasan secara psikis dalam rumah tangga 
berdasarkan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. http://repository. 
Fhunla. Ac.id/?q=node67. Akses 1/1/2015 
14
 Poerdarminta. 1976. KBBI. Jakarta : Balai Pustaka 
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 H. Nono Kurniawan, Loc. cit. 
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ancaman rill atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, sehingga 
kekerasan telah menjadi ancaman tersendiri bagi relasi personal maupun sosial, 
sehingga ketertiban sosial menjadi terancam. 
Oleh Karena itu, kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga 
berpotensi terhadap terjadinya ketidaktertiban yang meluas tidak saja dalam 
rumah tangga, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Kekerasan merupakan 
penyimpangan dan karena kekerasan adalah bagian dari kejahatan maka 
kekerasan termasuk KDRT yang patut diatasi di dalam masyarakat. 
 
C. Polisi Republik Indonesia (POLRI) 
1. Pengertian Polisi Republik Indonesia 
 Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda, 
sehingga pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut:16 
a. Polisi sebenarnya dari bahasa Yunani “Politea” yang berarti seluruh permintaan 
Negara Kota, Negara Yunani pada abad sebelum masehi terdiri dari kota-kota saja 
yang disebut sebagai Negara Kota. 
b. Di Belanda pada zaman dahulu polisi dikenal melalui konsep catur Praja. Van 
vallenhoven yang membagi pemerintah menjadi 4 (empat) bagian yaitu: 
1) Bestur (pemerintahan) 
2) Politie (polisi) 
3) Rechtspraak dan 
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 Dengan demikian polisi dalam pengertian ini sudah dipisahkan dan 
merupakan bagian dari pemerintahan sendiri. Pada pengertian ini polisi 
termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan 
pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. 
c. Lain halnya istilah “polisi” dalam Bahasa Inggris yang mengandung arti lain, yang 
sebagaimana dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya “The Blind Eye of 
History” yang menyatakan bahwa “polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk 
memperbaiki atau menerbitkan tata susunan kehidupan masyarakat”. Pengertian 
ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup 
berkelompok dan membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Diantara 
kelompok-kelompok itu terdapat anggota-anggota yang tidak mau mematuhi 
aturan bersama sehingga tumbuh masalah tentang pihak yang berkewajiban untuk 
memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. 
Dari pemikiran tersebut kemudian diperlukan polisi.17 
d. Disamping itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 2/2002) mengatakan 
bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002 dikatakan bahwa Kepolisian Negara 
Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 





perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
 
2. Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia 
Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan wewenang sebagai aparat 
penegak hukum mesti diawasi, baik secara internal maupun secara ekstemal, 
karena dengan adanya pengawasan ini tidak akan muncul suatu kekuasaan yang 
sewenang-wenang, Kekuasaan yang otoriter, karena dalam system ketatanegaran, 
jika suatu kekuasaan tanpa diawasi oleh lembaga yang lain  akan menciptakan 
kekuasaan yang absolut. 
Penggunaan wewenang tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan 
hukum  dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang dan penggunaan wewenang 
dari aparat kepolisian ditinjau dari aspek positifnya justru merupakan sarana 
undang-undang dan sarana bagi petugas karena tanggungjawabnya pada tugas-
tugas itu. 
Senada dengan apa yang diucapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa: 18 
"Apabila suatu tindak atau perilaku itu sesuai dengan tujuan atau maksud 
hukum disebut sikap tindak atau perilaku yang positif. Dan apabila 
sebaliknya disebut perilaku yang negatif “. 
 
Oleh karena itu penggunaan kewenangan aparat kepolisian harus sesuai 
dengan undang-undang yang bertaku, dimana dalam penggunaan wewenang 
aparat kepolisian sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana 
bunyi Pasal 4 UU No. 22/2002 bahwa: 
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“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung 





Penyimpangan perilaku aparat penegak hukum termasuk aparat 
kepolisian  oleh kriminolog Amerika Serikat (seperti Sutherland David Mawur, 
Mckay dan Terence morris,Clinard dan Cressey) disebabkan karena : 
1. Keinginan mendapatkan materi secara tepat dengan  jalan pintas. 
2. Tekanan mental tidak seimbang. 
3. Berani mengambil resiko. 
4. Minimnya rasa bersalah 
5. Krisis panutan dalam lembaga. 
 Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang diberika 
kepada aparat kepolisian, harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan 
transparan, dan diperlukan penindakan hukum   yang benar (wellenforcement) 
manakala terjadi pelanggaran hukum, sesuai dengan sistem hukum atau norma 
hukum yang dilanggar. 
 Menurut Pasal 13 UU No. 2/2002, maka tugas pokok Kepolisian Negara 
Republik Indonesia adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
b. Menegakkan hukum 
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c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, 
menurut Pasal 14 UU No. 2/2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bertugas: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas di jalan. 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta 
ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-
undangan. 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis, terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 
swakarsa 
g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani 
oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkup tugas kepolisian. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 dan 14 UU No. 2/2002, maka secara umum dalam Pasal 15 ayat (1) UU 
No. 2/2002 Kepolisian RI berwenang: 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum 
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c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang 
i. Mencari keterangan dan barang bukti 
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat 
l. Memberikan batuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instasi lain, serta kegiatan masyarakat 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas lain menurut Pasal 15 ayat (2) UU 
No. 2/2002, POLRI diberi wewenang sebagai berikut: 
a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor 
d. Menerima  pemberitahuan tentang kegiatan politik 
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 
senjata tajam 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 
usaha di bidang jasa pengamanan  
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian 
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 
memberantas kejahatan internasional 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada 
di wilayah Indonesia dengan koordinasi instasi terkait 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum 
dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung 
tinggi hak asasi manusia ( Pasal 19 UU No. 2/2002). 
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3. Tugas dan Wewenang Polri dalam Bidang Lalu Lintas 
Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi Polisi lalu 
lintas yang berkewajiban agar Undang-Undang lalu lintas ditaati oleh setiap 
pemakai jalan. Berdasarkan fungsinya, kegiatan penegakan hukum lalu lintas 
dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:19 
1. Preventif 
Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, 
pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas dimana dalam pelaksanaannya 
kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling 
terkait dan tidak dapat dipisahkan.  
2. Represif 
Meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana 
penindakan lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan 
penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara simpatik dengan memberikan 
teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sementara penindakan 
secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas 
secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang, serta 
penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban 
jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan. 
4. Sanksi bagi Anggota Polisi Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidan 
menurut UU No. 2 tahun 2002 
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Bagi anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, 
dengan berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 
Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana 
layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas 
dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang mekanisme penanganan 
anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana. 
Bagi anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka 
penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse 
kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin 
(P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Provos, yang selanjutnya dari hasil 
penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya 
disidang di pengadilan setempat dimana locus delicty perkara terjadi. Apabila telah 
dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut 
mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya. 
Dasar hukum anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa Peraturan Peundang-undangan 
adalah sebagai berikut ini : 
a. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dapat di berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.” 
b. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 
anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “Anggota Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia dapat deberhrntikan dengan tidak hormat apabila 
melakukan tindak pidana”. 
c. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang 
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia 
karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, kode 
etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.   
 
D. Pelanggaran Lalu Lintas 
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu 
lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran itu 
sendiri. 
Di dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. 
Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang 
kejahatan, merupakan perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya 
dapat berupa hukuman denda, penjara, dan hukuman mati. Dan kadangkala 
masih di tambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, 
pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. 
Sementara pelanggaran diatur dalam buku III KUHP yaitu tentang 
pelanggaran, merupakan perbuatan pidana ringan, ancaman hukumannya 
berupa denda atau kurungan. 
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Terdapat cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dengan 
pelanggaran yakni pandangan yang melihat adanya perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan 
perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa 
kejahatan adalah “reahtdelicten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun 
tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah 
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentanagan dengan tata hukum. 
Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdelictern”, yaitu perbuatan-perbuatan 
yang sifat melawan hukumnya baru dapat di ketahui setelah perbuatan tersebut 
tercantum dalam undang-undang. 
Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek 
sehari-hari di mana memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata 
memang pada umumnya lebih ringan dari pada memberi sanksi pada pelaku 
kejahatan. 
Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut : 
a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 
b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung  jawabkan perbutan 
tersebut. 
Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang 
yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan 
administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai 
kendaraan bermotor sesuai  ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang 
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berlaku. Penindakan  pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang 
ditujukan kepada  pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas 
Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis. 
Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian 
Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan  peringatan dengan cara 
simpatik terhadap para pelanggar lalu Iintas, sedangkan secara yuridis adalah 
penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara 
singkat/sumir/tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran 
yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/ berat dan dapat merusak 
fasilitas umum ( putusnya jembatan dan lain-lain) serta melakukan penyidikan 
terhadap kecelakaan lalu  lintas yang  meliputi sejak  penanganan Tindakan 
Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP,  pemeriksaan dan 
pemberkasan serta pengajuan sidang  ke pengadilan  maupun pengajuan 
permohonan klaim asuransi. 
Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan 
dalam buku III KUHP sebab pelangaran lalu lintas diatur  dalam suatu 
perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ atau UU No. 22/2009) 
. Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 22/2009 menyatakan “bahwa lalu lintas 
adalah gerak kendaraan  dan orang di ruang lalu lintas jalan”. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas 
adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak 
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dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang 
geraknya. 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan 
jalan. 
Pelanggaran yang dimaksud di atas tersebut adalah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 105 UU No. 22/2009 yakni: 
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: 
a. Berperilaku tertib; dan/atau 
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan 
kerusakan jalan. 
UU No. 22/2009 mengatur mengenai semua pengaturan-pengaturan yang 
terkait dengan lalu lintas. Tujuan dari dibentukanya Undang-undang tersebut 
adalah: 
a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,  
tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutanlain untuk mendorong 
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 
bangsa; 
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; 
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
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Secara umum penegakan hukum dapat  diartikan sebagai tindakan 
menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi 
hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, 
sedangkan menurut Sacipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses 
untuk  mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan 
pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-
peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.20 
Untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut dalam UU No. 22/2009 
dimuat pengaturan mengenai ketentuan pidana pelanggaran lalu lintas dan 
angkutan jalan yang diatur dalam  Bab XX dari Pasal 273 - 317 UU No. 
22/2009.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi menurut 
Pasal 106 UU No. 22/2009 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 
(2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi 
ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 
(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi 
ketentuan: 
a. Rambu perintah atau rambu larangan. 
b. Marka jalan. 
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas. 
d. Gerakan lalu lintas. 
e. Berhenti dan parkir. 
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar. 
g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. 
                                                          
20
 Rahardjo Sacipto, 1993,Masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, Bandung: sinar baru, hlm.15 
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(5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan: 
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan 
Bermotor ; 
b. Surat Izin Mengemudi; 
c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau 
d. Tanda bukti lain yang sah; 
(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih 
di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk 
keselamatan. 
(7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih 
yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk 
disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm 
yang memenuhi standar nasional Indonesia. 
(8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor 
wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. 
(9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang 
membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang. 
 
Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas, ketentuan mengenai 
pelanggaran lalu lintas juga diatur di dalam Pasal 511 KUHP yang berbunyi “ 
barang siapa diwaktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya tidak menaati 
perintah atau petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan 
oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling 
banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”. 
Jadi dalam hal ini pengemudi kemungkinan dan akibat dari perbuatannya 
dalam berlalu lintas adalah merupakan perbuatan pidana. Dengan demikian 
pengertian pelanggran lalu lintas lebih sempit dibandingkan dengan pengertian 
pelanggaran pada umumnya, hal ini disebabkan karena ruang lingkupnya lebih 
khusus hanya mengenai lalu lintas. 
Mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran lalu lintas menurut undang-
undang lalu lintas adalah denda atau pidana kurungan. Jadi Dalam hal ini dapat 
disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) golongan pelanggaran lalu lintas, yaitu: 
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1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kesengajaan. 
2. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan tidak adanya unsur 
kesengajaan. 
Dengan demikian, untuk menghindari pelanggaran lalu lintas maka 
diharapkan warga mengetahui dan patuh terhadap peraturan-peraturan lalu 
lintas demi menjaga keselamatan jiwa dan harta, maka setiap warga harus 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di pinggir jalan raya. 
 
 
2. Perbuatan-perbuatan Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi yang dikenakan 
Dalam Pasal 316 ayat (1) dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang 
mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu 
lintas. Pasal 316 ayat (1) UU LLAJ secara lengkap menentukan sebagai 
berikut: 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 
276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 
284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 
291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 
298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 
305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah 
pelanggaran. 
 
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan 
kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena 
kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam 
Pasal 316 ayat (1) UU No. 22/2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai 
berikut :  
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Ketentuan Pasal 274 UU No. 22/2009 menentukan bahwa : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan 
dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan 
pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 
(2). 
Ketentuan Pasal 275 ayat (1) UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada 
fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, 
Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 276 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dan trayek tidak 
singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 278 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau 
lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, 
segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan 
pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
Ketentuan Pasal 279 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang dipasangi 
perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagimana 
dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 280 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
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Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak 
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
Ketentuan Pasal 281 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda 
paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
Ketentuan Pasal 282 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh 
petugas Kepolisiian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
Ketentuan Pasal 283 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jaln secara tidak 
wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang 
mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 284 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
Ketentuan Pasal 285 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang mengemudika Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,klakson, lampu 
utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur 
kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
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(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau 
lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, 
klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan 
kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul 
cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, 
bumper, penggandengan, penempelan atau penghapus kaca sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
Ketentuan Pasal 286 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau 
lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (3) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 287 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi 
Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf c 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 
ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan 
Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi atau sinar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat (4) huruf f , atau pasal 
134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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(6) Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar 
aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain 
sebagimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
Ketentuan Pasal 288 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda 
Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil 
barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan 
surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 289 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang 
duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 290 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor 
selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak 
mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 291 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
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(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm 
standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 
106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
Ketentuan Pasal 292 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang 
mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Ketentuan Pasal 293 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor di Jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 
107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari 
atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).   
Ketentuan Pasal 294 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok 
atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah 
atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 295 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah 
lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) 
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Ketentuan Pasal 296 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan 
antara Kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, 
palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau isyarat lain sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 297 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 
(tiga juta rupiah). 
Ketentuan Pasal 298 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang 
segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada 
saat berhenti atau parker dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
Ketentuan Pasal 299 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan 
sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-
benda yang dapat membahayakan Pengguna jalan lain, dan/atau 
menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 
huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lam 15 
(lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 300 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengemudi 
Kendaraan Bermotor Umum yang : 
a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur 
paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagimana 
dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf c; 
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b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan 
penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf d; atau 
c. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf e. 
Ketentuan Pasal 301 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor angkutan barang yang 
tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dipidana dengan pidan kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 302 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang 
yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, 
menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati 
jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 303 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang 
kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (4) huruf 
a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Ketentuan Pasal 304 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang denga tujuan 
tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lian di sepanjang 
perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan 
angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 306 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak 
dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam 
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pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak  Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 307 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 
Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 
angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
 
Ketentuan Pasal 308 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang : 
a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf a; 
b. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b; 
c. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf c; atau 
d. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 
Ketentuan Pasal 309 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk 
penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang atau 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 
Ketentuan Pasal 313 UU No. 22/2009 menentukan bahwa: 
Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan 
penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 237 dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 











A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang Penulis pilih yakni pada beberapa Pos Lantas yang 
ada di Makassar, Lembaga Bantuan Hukum di Makassar, Polda Sulsel dan 
Polrestabes Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan 
pertimbangan substansi yang tentunya relevan dengan tema penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) 
yakni: 
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 
b. Data Sekunder  
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Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hukum, kamus, literatur perundang-
undangan, internet, majalah, dokumen berupa laporan tertulis yang dibuat 
secara berkala, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data yaitu : 
1. Data Primer diperoleh dengan teknik Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan memberikan kuiesioner dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait. 
2. Data sekunder diperoleh dengan Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu 
pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 
dengan masalah yang akan diteliti. 
 
D. Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu 
penelitian yang bersifat menggambarkan objek penelitian serta hubungan atau 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Tindak Kekerasan Oknum Polisi Terhadap 
Pelaku Pelanggar Lalu Lintas (Lantas) di Kota Makassar Tahun 2014 
Penulis  telah melakukan penelitian di beberapa tempat seperti di Polda Sulsel, 
Polrestabes Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, dan pos-pos 
lantas yang ada di Makassar seperti Pos lantas di dekat adipura, pos lantas di pasar 
terong, pos lantas di karebosi dan pos lantas di pettarani. 
Selama proses penelitian Penulis tidak menemukan adanya suatu perkara 
tindak pidana/laporan mengenai data kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi 
terhadap pelanggar lalu lintas baik di Polrestabes Makassar maupun di Polda Sulsel 
yang menjadi perkara tindak pidana. Namun demikian Penulis melakukan penelitian 
lapangan untuk mengetahui fakta di lapangan.  
Dalam penelitian lapangan ini, Penulis melakukan penelitian dengan teknik 
wawancara dan menyebarkan kuisioner dengan mengambil “sampling” sebanyak 30 
orang responden yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dan juga bekerja di  
bagian Satlantas baik di Polrestabes Makassar maupun di Polda Sulsel. 
 
Sebelum menguraikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya 
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap pelanggar lalu lintas 
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di kota Makassar, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan data mengenai 
responden yang telah diwawancarai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini : 
Tabel 1 
Umur Dari 30 Responden Yang diwawancarai di Pos  
Lantas di Kota Makassar 
No Umur Responden  Persentase 
1 20 -30 thn 9 30% 
2 31 - 40 thn 14 46,7% 
3 41 keatas 7 23,3% 
Jumlah  30 100% 
WAWANCARA : TANGGAL 16 JANUARI 2015 
Berdasarkan tabel umur di atas responden yang paling banyak ialah berumur 31 
hingga  40 tahun atau sekitar 46,7% dan umur responden yang paling sedikit yaitu 41 









Pangkat yang Dimiliki dari 30 Responden yang diwawancarai  
di Pos Lantas di Kota Makassar 
No Pangkat Responden Persentase 
1 Brigadir Polisi Dua 2 6, 7% 
2 Brigadir Polisi Satu 0 0% 
3 Brigadir Polisi 16 53, 3% 
4 Brigadir Polisi Kepala 4 13, 3% 
5 Ajun Inspektur Polisi Dua 0 0% 
6 Ajun Inspektur Satu 8 26, 7% 
Jumlah  30 100%  
WAWANCARA : TGL16 JANUARI 2015 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan responden dalam 
penelitian yang dilakukan Penulis adalah berpangkat Non-Perwira (Bintara). Dari jumlah 
responden, yang paling banyak adalah berpangkat Brigadir Polisi yaitu sebesar 53,3%. 
Sedangkan untuk yang berpangkat brigadir polisi satu dan ajun inspektur polisi dua 
dalam penelitian yang dilakukan Penulis tidak ada atau 0%. 
Dari keseluruhan responden polisi yang diwawancarai di lapangan pada 
umumnya yang bertugas di lalu lintas berpangkat non-perwira (Bintara), sehingga dari 
pangkat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan sangat penting bagi 
seseorang, karena pendidikan berhubungan langsung dengan sikap dan pola tingkah 
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laku seseorang. Asumsinya, seseorang yang berpendidikan tinggi paling tidak akan 
berfikir lebih rasional dalam melakukan suatu perbuatan apalagi bila hal itu menyangkut 
perbuatan kekerasan. Namun, tidak demikian bila seseorang yang berpendidikan 
rendah. Ini sejalan dengan pendapat Cohen bahwa :21 
“Delikuensi timbul dari reaksi kelas bawah (tidak berpendidikan) terhadap nilai-
nilai kelas menengah keatas yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai 
tidak adil dan harus dilawan” 
 
Begitu pula dengan pendapat sutherland dan Cressy:22 
“kejahatan dan delikuensi dapat pula merupakan akibatbdari kurangnya 
pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan”  
 Oleh karena itu Penulis berkesimpulan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap seseorang. Seseorang yang berpendidikan rendah biasanya 
bertingkah laku yang kadang-kadang melanggar peraturan. Dikatakan demikian karena 
pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap wawasan dan pola pikir seseorang 








Lama Bekerja Dari 30 Responden Yang diwawancarai  
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di Pos Lantas di Kota Makassar 
No Lama Bekerja Responden Keterangan  
1 < 5 thn 2 6, 7% 
2 6 – 10 thn 6 20% 
3 11 – 15 thn 11 36, 7% 
4 16 – 20 thn 4 13, 3% 
5 21 >  7 23, 3% 
Jumlah  30 100% 
WAWANCARA : TGL 16 JANUARI 2015 
Berdasarkan tabel 3 di atas bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah 
11 sampai 15 tahun lama bekerjanya (36, 7%) dan responden yang paling sedikit 
adalah 5 tahun kebawah (6, 7%). 
Dalam melakukan penelitian, Penulis memberikan beberapa pertanyan kepada 
responden yang akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini: 
Pertanyaan pertama mengenai pernah/ tidaknya responden tersebut menangani 
pelanggar lalu lintas. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis bahwa 
keseluruhan responden yaitu 30 orang menjawab pernah menanganin adanya 
pelanggar lalu lintas. 
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai bentuk pelanggaran lalu lintas yang 




Bentuk pelanggaran yang pernah di tangani  
saat adanya pelanggar lalu lintas 
Jawaban Jumlah Keterangan 
Tidak mengindahkan rambu-rambu 
lalu lintas 
6 20% 
Tidak membawa/memiliki SIM atau 
STNK  
8 26,6% 
Perlengkapan kendaraan tidak 
lengkap/tidak sesuai dengan 






Berkendara dengan ugal-ugalan 
(ngebut, belok tidak pake weser) 
2 6,6% 
Lebih dari satu jawaban dari 
pelangaran diatas 
12 40% 
JUMLAH 30 100% 
Sumber: quisioner responden tgl 16 Januari 2015 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua bentuk pelanggaran lalu 
lintas pernah ditangani oleh kebanyakan responden (12 orang). Hanya 2 responden 
yang menjawab hanya menangani bentuk pelanggaran berupa berupa perlengkapan 
kendaraan yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan aturan (knalpot, spion dan helm 
tidak standard) dan 2 responden yang menjawab menangani bentuk pelanggaran 
berkendara dengan ugal-ugalan (ngebut, belok tidak pakai weser). 
 Pertanyaan berikutnya adalah mengenai ada /tidaknya tindakan yang dilakukan 
responden. Keseluruhan responden (30 orang) menjawab mengambil tindakan 
terhadap pelanggar lalu lintas. 
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 Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh 
responden. Jawabannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5 
Jenis tindakan yang dilakukan oleh responden ketika  
ada pelaku pelanggar lalu lintas di kota makassar 
Jawaban  Jumlah Keterangan 
Hanya menasehati 5 17,2% 
Langsung menilang 13 44,8% 
Mengajak “damai di tempat” 4 13,3% 
Melakukan kekerasan 8 26,7% 
Jumlah  30 100% 
Sumber: quisioner responden tgl 16 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 5 di atas bahwa terdapat 8 orang responden yang menjawab 




Dari 8 orang responden yang menjawab pernah melakukan kekerasan, Penulis 
menanyakan bentuk kekerasan yang dilakukan. Sebagaimana jawabannya terurai pada 




Jenis atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh responden  
terhadap pelaku pelanggar lalu lintas di kota makassar 
Pertanyaan  Jumlah Keterangan 






Kekerasan psikologis (membentak, mengata-











Jumlah  8 100% 
Sumber: quisioner responden tgl 16 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 6 di atas bahwa jenis atau bentuk kekerasan yang dilakukan 
responden yang paling banyak adalah kekerasan psikologis (membentak, mengata-
ngatai, mengancam, memarahi) terhadap pelaku pelanggar lalu lintas (62,5% dari 
jumlah pada tabel di atas).  
Sementara untuk kekerasan fisik yang dilakukan sebanyak 37,5%  sedangkan 
untuk bentuk kekerasan seksual itu sendiri tidak ada yang menjawab melakukannya 
terhadap pelaku pelanggar lalu lintas di Makassar. 
Sebagai perbandingan Penulis juga menyebarkan angket kepada 30 responden 
pelanggar secara acak yang pernah melanggar lalu lintas di kota makassar. Berikut ini 
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akan diuraikan secara terperinci mengenai umur, jenis kelamin yang paling sering 
melakukan pelanggaran lalu lintas dan pekerjaannya. 
Tabel 7 
Umur Responden Pelanggar Lalu Lintas di Makassar 
No Umur Responden  Keterangan  
1 20 -30 thn 26 86, 7% 
2 31 - 40 thn 4 13, 3% 
3 41 keatas 0 0% 
Jumlah  30 100% 
Sumber: angket yang disebar tgl 17 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 7 bahwa umur 20-30 tahun merupakan umur yang paling 
banyak melakukan pelanggaran lalu lintas sedangkan untuk yang berumur 41 tahun 





Jenis Kelamin Responden Pelanggar lalu Lintas 
No Jenis kelamin Jumlah Keterangan 
1 Laki – laki 19 63,3% 
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2 Perempuan 11 36,6% 
Jumlah  30 100% 
Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan pelanggara lalu lintas yang di lakukan oleh 
perempuan. Dimana persentasenya yaitu untuk pelanggar laki-laki sebanyak 63,3% (19 
orang) dan 36,6% yang (11 orang) yang berjenis kelamin perempuan. 
Tabel 9 
Pekerjaan Responden Pelanggar lalu lintas 
No Pekerjaan Jumlah Keterangan 
1 Mahasiswa 19 63,3% 
2 Supir 8 26,6% 
3 PNS 1 3,3% 
4 Wiraswasta 2 6,7% 
Jumlah  30 100% 
 Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 9 di atas, jika dilihat dari pekerjaan seseorang  maka yang 
paling banyak melanggar lalu lintas adalah mahasiswa yaitu 63, 3% dan responden 
yang paling sedikit yaitu bekerja sebagai PNS sebanyak 3, 3%. 
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 Dalam penelitian yang telah dilakukan, Penulis juga memberikan beberapa 
pertanyan kepada pelanggar melalui angket  yang disebarkan. Berikut pertanyaan dan 
hasil yang di dapat oleh penulis selama penelitian: 
 Pertanyaan pertama mengenai pernah/tidaknya responden pelanggar melakukan 
pelanggaran lalu lintas. Dari keseluruhan responden pelanggar, semuanya (30 orang) 
pernah melanggar lalu lintas. 
 Selanjutnya Pertanyaan yang diajukan mengenai bentuk pelanggaran yang 
dilakukan responden pelanggar. Jawabannya sebagaimana terurai dalam tabel 10 
berikut : 
Tabel 10 
Bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan Responden Pelanggar 
Jawaban Jumlah Keterangan 
Tidak mengindahkan rambu-rambu 
lalu lintas 
14 46,7 % 
Tidak membawa/memiliki SIM atau 
STNK  
8 26,7% 
Perlengkapan kendaraan tidak 
lengkap/tidak sesuai dengan 







ugalan(ngebut, belok tidak pake 
weser) 
0 0% 
Jumlah  30 100% 
Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
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Dari jawaban tabel di atas, bahwa bentuk pelanggaran yang paling sering 
dilakukan adalah tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yaitu 46,6%, sedangkan 
untuk jawaban berkendara dengan ugal-ugalan (ngebut, belok tidak pake weser) dalam 
penelitian yang dilakukan penulis tidak pernah dilakukan oleh responden atau 0%. 
Pertanyaan selanjutnya adalah ada/tidak ada tindakan yg dilakukan petugas 
terhadap responden pelanggar. Jawabannya terurai dalam tabel 11 berikut : 
Tabel 11 
Ada/Tidak Tindakan Yang Dilakukan Petugas Terhadap  
Responden Pelanggar Lalu Lintas 
No Jawaban Jumlah Keterangan 
1 Ada 26 86,7% 
2 Tidak ada 4 13,3% 
Jumlah  30 100% 
Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 11 di atas, bahwa jawaban untuk ada tindakan yang di 
lakukan petugas saat di lapangan terhadap pelanggar lalu lintas sebanyak 86,7% dan 
jawaban tidak ada yaitu 13,3% dengan alasan bahwa pelanggar tersebut melanggar 
disaat tidak adanya petugas yang sedang bertugas di lapangan. 
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai jenis tindakan yang diterima responden 
pelanggar yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Jawabannya akan terurai pada 




Tindakan Yang Diterima responden Pelanggar Ketika 
 Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Makassar 
Jawaban  Jumlah Keterangan 
Hanya menasehati 1 3,8% 
Langsung menilang 2 7,7% 
Mengajak “damai di tempat” 4 15,4% 
Melakukan kekerasan 19 73,1% 
Jumlah  26 100% 
Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 12 di atas, tindakan yang paling banyak diterima oleh 
responden pelanggar adalah adanya kekerasan yaitu sebanyak 73,1%. Dari 19 
responden yang pernah mengalami adanya kekerasan yang dilakukan petugas saat di 
lapangan, Penulis juga menanyakan bentuk kekerasan yang dilakukan. Jawabannya 





Jenis atau Bentuk Kekerasan Yang Diterima Responden Pelanggar 
Jawaban  Jumlah keterangan 
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Kekerasan fisik (memukul badan, memukul 
kendaraan,menarik kendaraan) 
3 15,8% 
Kekerasan psikologis (membentak, 
mengata-ngatai, mengancam, memarahi) 
16 84,2% 
Kekerasan seksual (meraba-raba tubuh, 
mencium) 
0 0% 
Jumlah 19 100% 
Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
Dapat dilihat pada tabel 13 di atas, bahwa kekerasan yang diterima dari 19 
responden pelanggar yang pernah mendapatkan kekerasan oleh petugas lalu lintas jika 
dilihat dari persentase yang terbanyak adalah kekerasan psikologis yaitu sebesar 
84,2% dimana kekerasan psikologis yang dimaksud di sini adalah kekerasan yang 
dilakukan dengan membentak, mengata-ngatai, mengancam, serta memarahi 
pelanggar. Sedangkan untuk kekerasan fisik berupa memukul kendaraan dan menarik 




Untuk pertanyaan terakhir yang diajukan Penulis dalam penelitian ini adalah 
mengenai tindakan yang dilakukan responden pelanggar terhadap petugas saat adanya 




Tindakan yang di lakukan responden pelanggar terhadap  
petugas yang melakukan kekerasan di Makassar 
No Jawaban  Jumlah  Keterngan  
1 Diam saja  10 52,6% 
2 melawan pada saat kejadian  9 47,4% 
3 Melaporkan kepada atasan 
oknum polisi tersebut 
0 0% 
 Jumlah  19 100% 
Sumber: angket yang di sebar tgl 17 Januari 2015 
Berdasarkan tabel 14 di atas, bahwa tindakan yang paling banyak dilakukan oleh 
pelanggar ketika adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi yang 
sedang bertugas di lalu lintas terhadap pelanggar adalah hanya diam saja. Jika dilihat 
dari persentasenya yaitu sebanyak 52,6%. Sedangkan jawaban untuk tindakan melapor 
kepada atasan oknum polisi adalah 0% alasannya karena mereka tidak mau repot dan 
mengganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian tersebut. Dalam hal ini, 
tindakan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas atau bisa disebut sebagai korban 
adalah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung dalam 
masyarakat. Yang dimaksud dengan kejahatan terselubung adalah selisih antara 
jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang 
diketahui oleh polisi. Sebenarnya tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan 
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pasti jumlah kejahatan yag terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti 
terjadi adanya.23  
 Berdasarkan data kekerasan di atas Penulis menarik kesimpulan bahwa 
perbandingan kekerasan yang dilakukan oleh responden polisi dan kekerasan yang 
dialami responden pelanggar dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 15 
Perbandingan data Kekerasan 
Hasil Responden Polisi Responden Pelanggar 
% Adanya Kekerasan 26, 7% 73, 1% 
Berdasarkan tabel 15 di atas, bahwa adanya kekerasan lebih banyak diakui oleh 
responden pelanggar yaitu sebesar 73,1% dari pada pengakuan responden polisi yaitu 
sekitar 26,7%. Sehingga Penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya kekerasan itu 
memang ada dan diakui oleh pihak yang bersangkutan walaupun kekerasan yang 
dimaksud disini tidak pernah menjadi perkara tindak pidana (kejahatan itu tidak tercatat 
atau di laporkan kepada polisi).  
Dikatakan tidak menjadi perkara tindak pidana dikarenakan bentuk kekerasan 
yang telah didapat dimana baik responden polisi maupun responden pelanggar 
mengaku bahwa kekerasan yang terjadi selama di lapangan paling banyak yaitu 
kekerasan psikologis berupa membentak, mengata-ngatai, mengancam, dan memarahi 
sedangkan untuk kekerasan fisik hanya sebagian kecil saja yang mengaku adanya 
kekerasan tersebut berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di lakukan Penulis. 
                                                          
23
 A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 24 
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Kekerasan psikologis yang berupa mengancam diatur di dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 
23/2004) yaitu kekerasan psikologis atau emosional, seperti ancaman, hinaan, dan 
cemoohan. Kekerasan yang dimaksud didalam UU No. 23/2004 Pasal 1 ayat (1), 
bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau 
penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Muh Hajir yang bekerja 
di Lembaga Bantuan Hukum Makassar (wawancara, 8 Januari 2015) mengatakan 
bahwa faktor-faktor penyebab oknum polisi melakukan kekerasan terhadap pelanggar 
lalu lintas adalah sebagai berikut : 
“ Berbagai macam faktor yang menyebabkan adanya tindak kekerasan yang 
dilakukan oknum polisi saat bertugas di lapangan terutama saat bertugas di lalu 
lintas, seperti kurangnya pengendalian diri polantas, sehingga sering terjadi 
tindakan diluar batas kesadaran oknum polisi saat menindak pelaku pelanggar lalu 
lintas dimana mental dari polisi sudah seperti militer yang keras dan tegas, selain 
itu ada juga faktor dari lingkungan saat bertugas yang semakin mendukung 
polantas untuk melakukan penyimpangan”. Namun lebih lanjut Muh Hajir 
mengatakan “ kejadian tersebut tidak akan terjadi kalau tidak adanya pelanggar 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta mematuhi perintah petugas tanpa 
adanya perlawanan terhadap polantas saat bertugas.” 
S elain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu polisi di Polda 
Sulsel, yaitu ABDUL RAHMAN S.H. yang merupakan Panit Riksa 2 Subbid Provos Bid. 
Propam Polda Sulsel. IPTU Abdul Rahman menambahkan 2 macam faktor penyebab 
adanya kekerasan saat bertugas yakni sebagai berikut : 
1. Faktor dari polantas 
55 
 
a. Kepribadian  
Pola kepribadian seseorang besar peranannya dalam perbuatan 
kekerasan. Sifat arogansi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
sebagai anggota polisi, ditambah kurangnya pengendalian diri seringkali 
memicu sebagian oknum melakukan kekerasan. 
b. Tuntutan pekerjaan 
Kekerasan juga dapat terjadi karena oknum anggota polisi yang kerap kali 
di hadapi pada masalah yang pelik. Berbagai macam tugas dari atasan yang 
harus segera di selesaikan membuat oknum merasa stres dan tertekan hingga 
pelampiasannya mengarah pada perbuatannya yang menyimpang. 
2. Faktor dari pengguna jalan yang melanggar lalu lintas 
a. Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum 
Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang 
secara tidak langsung memicu semakin maraknya perbuatan kekerasan terjadi. 
Pengguna jalan yang tidak mengerti hukum tentunya menjadi sasaran empuk 
bagi para pelaku kekerasan apalagi jika pelakunya adalah dari kalangan oknum 
anggota polisi sendiri yang membuat para korban tidak tau harus melakukan 
apa. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan serta 
kesadaran hukum oleh masyarakat. 
b. Ketakutan terhadap oknum anggota polantas 
Ketidak berdayaan korban dalam menghadapi oknum polisi berseragam 
membuat para korban kerap diliputi rasa takut. Ancaman serta gertakan 
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membuat korban menuruti apa saja yang diperintahkan, hingga oknum polisi 
tersebut dengan leluasa berbuat semaunya terhadap korban. 
B. Upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi 
terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas 
Dari hasil wawancara Penulis dengan Muh Hajir yang bekerja di Lembaga 
Bantuan Hukum Makassar selaku koordinator bidang politik yang berhubungan 
dengan masalah aparat polisi (wawancara, 8 Januari 2015), bahwa upaya untuk 
menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelaku 
pelanggar lalu lintas adalah sebagai berikut : 
“ Untuk menanggulangi adanya perbuatan kekerasan tersebut harus dengan 
cara melakukan pengawasan dan arahan dari pimpinan berupa nasehat 
terhadap anggota kepolisian yang dilakukan baik secara internal maupun 
eksternal. Upaya penanggulangan yang lainnya adalah jika terjadi perbuatan 
kekerasan atau penyimpangan tugas maka harus melapor ke pihak kepolisian 
agar yang bersangkutan dapat di proses secara hukum.” 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu polisi di 
Polda Sulsel, yaitu ABDUL RAHMAN S.H. yang merupakan Panit Riksa 2 Subbid 
Provos Bid. Propam Polda Sulsel.  Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi adanya tindak kekerasan yang dilakukan oknum 
polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas adalah sebagai berikut : 
1. Himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila 
melakukan tindak kekerasan saat bertugas di lapangan. 
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan 
hukum mengenai prosedur berlalu lintas yang baik dan benar. 
3. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara melakukan 
ceramah-ceramah di tempat ibadah agar masyarakat merasa dilindungi dan 
tidak perlu takut terhadap anggota polisi yang berseragam. 
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Dari beberapa upaya penanggulangan yang telah disampaikan di atas, Penulis 
menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak 
kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas adalah 
dengan melakukan pembinaan terhadap pelanggar lalu lintas agar mematuhi aturan 
hukum yang berlaku termasuk mengikuti prosedur yang ditentukan ketika yang 
bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas dan adanya upaya pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dari pimpinan kepolisian serta peningkatan nilai-nilai moral 
terhadap anggota polisi yang bekerja di lalu lintas, agar hukum yang diinginkan dapat 



















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa : 
1. Faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan oknum polisi terhadap pelaku 
pelanggar lalu lintas adalah sebagai berikut: 
a. Faktor dari polantas 
1) Faktor pendidikan  
2) Faktor kepribadian (kurangnya pengendalin diri) 
3) Faktor tuntutan pekerjaan 
b. Faktor dari pengguna jalan yang melanggar lalu lintas 
1) Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum 
2) Faktor ketakutan terhadap oknum anggota polisi 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak kekerasan 
yang dilakukan oknum polisi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas adalah dengan 
melakukan pembinaan terhadap pelanggar lalu lintas agar mematuhi aturan 
hukum yang berlaku termasuk mengikuti prosedur yang ditentukan ketika yang 
bersangkutan melakukan pelanggaran lalu lintas dan adanya upaya 
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pengendalian dan pengawasan yang ketat dari pimpinan kepolisian serta 
peningkatan nilai-nilai moral terhadap anggota polisi yang bekerja di lalu lintas, 
agar hukum yang diinginkan dapat berjalan dengan seimbang. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Para petinggi aparat kepolisian agar lebih mampu mengendalikan setiap 
anggotanya agar tidak menyalahgunakan tugas dan wewenang sebagai 
anggota polisi Republik Indonesia. 
2. Bagi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas jika mengalami adanya 
perbuatan kekerasan  yang dianggap tidak wajar maka ikuti prosedur atas 
perbuatan kejahatan yang dilakukan oknum polisi tersebut yaitu dengan 
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